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ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

· bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
· bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasaman diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;
· bahwa perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Pasaman secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman sampai tahun 2030;
· bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 – 2030.
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

· Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
· Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
· Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
· Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
· Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
· Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Sumber Daya Air;
· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman;
· Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
· Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
· Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat;
· Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
· Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
· Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
· Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
· Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
· Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
· Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
· Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
· Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
· Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
· Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
· Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
· Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
· Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
· Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
· Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
· Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
· Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
· Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
· Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
· Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
· Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
· Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
· Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
· Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
· Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
· Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
· Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
· Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;
· Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri;
· Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
· Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum;
· Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
· Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
· Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Acuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
· Keputusan Menteri Kehutanan Nomro 52 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
· Keputusan Menteri Pemukiman Prasarana dan Pengembangan Wilayah Nomor 375 Tahun 2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut peranannya sebagai Jalan Arteri, Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
· Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631 Tahun 2005 tentang Penetapan Ruas Jalan Arteri dan Kolektor;
· Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631 Tahun 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
· Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.  
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

· Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten;
· Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang;
· Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
· Rencana Pola Ruang Wilayah;
· Penetapan Kawasan Strategis;
· Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
· Sanksi Administrasi;
· Ketentuan Pidana;
· Kelembagaan;
· Peran Masyarakat;
STATUS 
:
· Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
· Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2011.
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